
berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah komersial

sebagai salah satu kebutuhan kesejahteraan rakyat perlu

mengubah jangka waktu persetujuan dokumen hasil

analisis dampak lalu lintas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

masyarakatkepadakhususnyaumumrumah

a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis

Dampak Lalu Lintas telah diatur jangka waktu

persetujuan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;

b. bahwa untuk percepatan pembangunan pemukiman

Menimbang

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 46 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANMENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 75 TAHUN2015 TENTANGPENYELENGGARAAN

ANALISISDAMPAKLALULINTAS

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional.

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun

2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu

Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 570);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844);

tentang

Negara

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 tentang Manajemen

Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen

Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang

Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5615);
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Memperhatikan :

Mengingat



(3) Menteri, gubernur, bupati atau walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan

persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

hari kerja untuk pembangunan perumahan yang

diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan

menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko

serta pembangunan pusat kegiatan dan

infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja

sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu

Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

(5) Pemberian persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu

Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan

Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan yang

diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR).

Pasal 13

PasalI

Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) dalam Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570),

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG

PENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALULINTAS.

TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan



Pembina Utama Muda (IVIe)
NIP. 19620620 198903 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya
~PAL BIRO HUKUM

r-

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 634

WIDODO EKATJAHJANA

ttd

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUM DANHAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2016

IGNASIUS JONAN

ttd

MENTERIPERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 20 16

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

denganInlMenteriPeraturanpengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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